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PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah
Daerah terhadap Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan serta
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa perlu adanya pedoman yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Serta Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa di Kabupaten Indragiri Hulu;

-Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun;

-Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956
Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nemor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang —
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);



4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 296):

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
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BAB |
KETENTUAN UMU M

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia_

Badan Usaha Milik Desa, selanj utnya disebut BUM Desa, adalah badan usahs
yang seluruh atay sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Dega yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desg.

Pemerintah Desg adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggarg Pemerintahan Desa.

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hagj] keputusan dar;
Musyawarah Desa dalam bentyk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita
Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang djtandatangani oleh Ketua BPD
dan kepala desa.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 3

Pendirian BUM Desg bertujuan untuk:

a.

b.
c.
d.

meningkatkan perekonomian Desa;



e

(3)

menciptakan peluang dan Jaringan pasar yang mendukung kebutuhan
layanan umum warga;
membuka lapangan kerja;

Pendirian BUM Desa;

a. Inisiatif Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa;

b. Potensi usaha ekonomi desa;

C. Sumber daya alam di Desa;

d. Sumber daya manusia Yyang mampy mengelola BUM Desa; dan
e

a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomj dan
sosial budaya masyarakat;

b. organisasi pengelola BUM Desa;

€. modal usaha BUM Desa;

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan

Peraturan Degg tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usahg antar-Desa dapat
dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atay lebih.
Pendirian BUM Desa bersama sebagaimang dimaksud pada ayat (1) disepakati
melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-
Desa yang terdiri dari;

a. Pemerintah Desa;

b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;

C. lembaga kemasyarakatan Desa;

d. lembaga Dess lainnya; dan

€. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.,

Ketentuan mengenai Musyawarah Desg sebagaimang dimaksud dalam Pasal 5
berlaku secara my tatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud padg ayat (1) ditetapkan dalam
Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama



BAB 111
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesaty
Bentuk Organisasi BUM Desa

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

4. perseroan terbatas sebagai persekutuan moda] dibentuk berdasarkan
perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar
dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dibidang perseroan terbatas; dan

b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh)
PETsen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
keuangan mikro.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola BUM Desa

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
a. Penasihat;
b. Pelaksana Operasional; dan
¢. Pengawas

(2) Penamaan Susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan.



(1)

(3)

(2)

(3)

pengelolaan BUM Desa;

b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalgh yang dianggap penting
bagi pengelolaan BUM Desa; dan

C. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa;

Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

4. meminta penjelasan dari pelaksang operasional mengenai persoalan yang
menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan

b. melindungi usahg Desa terhadap hal-ha] yang dapat menurunkan kinerja

meningkatkan Pendapatan Asji Desa; dan
¢. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Degg lainnya,
Pelaksana operasional sebagaimang dimaksud pada ayat (1) berwenang:

€. memberikan laporan perkembangan ynit usaha BUM Desa kepada
masyarakat Degg paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

b. berdomisili dan menetap di Desg paling sedikit 2 (dua) tahun;

c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha
ekonomi Desa;

d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah  umum/ madrasah
aliyah /sekolah menengah kejuruan atay sederajat; dan



(2) Pelaksanaan Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

a. meninggal dunia;

b. telah selesai masa jabatan sebagaimana diatyr dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga BUM Desa;

€. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat
perkembangan kinerja BUM Desa; dan

€. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka,

Pasal 15

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili
kepentingan masyarakat.

(2) Susunan kepengurusan peéngawas terdiri dari -

a. ketua;

b. wakil ketua merangkap anggota;

C. sekretaris merangkap anggota: dan
d. anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meémpunyai kewajiban
menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa
sekurang—kurangnya 1 (satu) tahun sekalj.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan
rapat umum pengawas untuk :

a. pemilihan dan Pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat

b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
¢. pelaksanaan bémantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana

(5) Masa bakti Péngawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga BUM Desa,

oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 17

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
(2) Modal BUM Desa terdiri atas:

a. penyertaan modal Desa; dan

b. penyertaan modal masyarakat Desa.



(2)

C. kerjasama  ysahg dari pihak Swasta, lembaga sosia] ekonomi
kemasyarakatan dan/atay lembaga donor yang 'dipastikan sebagai

Bagian Keempat
Klasifikasi J enis Usaha BUM Desa
Pasal 19

b. usaha listrik Desa;

¢. lumbung pangan;

d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;

Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya loka] sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan Teknologi Tepat Guna,

menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
a. alat transportasi;

b. perkakas pesta;

C. gedung pertemuan;

d. rumah toko;

€. tanah milik BUM Desa;

f. barang sewaan lainnya.

BUM Desa dapat menjalankan usaha perantarag yang memberikan jasa
pelayanan kepada warga.
Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat



a. pabrik es;

b. pabrik asap air;

C. hasil pertanian

d. sarana produks; pertanian

€. sumur bekas tambang

f. kegiatan bisnis produktif lainnya

unit-unit usahg yang dlkernbangkan masyarakat Desa baijk dalam skala loka]
Desa maupun kawasan pedesaan,.

Unit usaha sebagaimang dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang

diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi

analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usahg perantara
(brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis
keuangan (financia] business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan
(renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber
daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik,
lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek



keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa
Pasal 26

transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain,
Serta penyusutan dalam 1 (satu) tahun buky.

Pembagian dan hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar atay

Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksug pada ayat (1) dapat
dikelola melalyj sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam
Kepailitan BUM Desg
Pasal 27

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUM Desa Antar Desga
Pasal 28

BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desg atau lebih.
Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atay lebih dapat dilakukan dalam saty
kecamatan atay antar kecamatan dalam satu Kabupaten,

Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harys mendapat persetujuan
masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 29

Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atay lebih dibuat dalam Naskah Perjanjian
Kerjasama.



(3)

(1)

(2)

(2)

(3)

Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit
memuat:

a. subjek kerjasama;

b. objek kerjasama:

C. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban:

€. pendanaan;

f. keadaan memaksa;

8. péngalihan asset; dan

h. penyelesaian perselisihan.

Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan
oleh Pelaksana Operasional darj masing—masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 30

Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Dess atau lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29, djpertanggungjawabkan kepada Desa masing-
masing sebagai pemilik BUM Desa.

Dalam ha] kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan
hukum diatyr sesuai ketentuan peraturan berundang-undangan tentang
Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa
Pasal 31

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

(1) BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dapat
menjalankan kegiatannya.

(2) Bum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian
dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak Peraturan Bupati ini berlaky.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinsghkan pengundangan Peraturan
Bupati inj dengan penempatannya dalam Berita erah Kabupaten Indragiri Hulu.

pada tangg 9 Aeustus 2020
%\'/ BUPATI INDRAQIRI HULU,

/% 1. Yop! ARIANTO

Diundangkan di Rengat

pada tanggal (4 AesTus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

.7‘\\
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